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Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan perwalian nikah bagi anak luar
nikah namun lahir dalam ikatan pernikahan sah. Undang-Undang Perkawinan dan
KHI menyebutkan wali nasab, namun di Indonesia wewenang ayah biologis
sebagai wali nasab sering diperdebatkan dengan menggunakan pendapat ulama
fikih klasik.

Rumusan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penetapan wali nikah
bagi anak yang lahir sebelum enam bulan usia pernikahan orang tuanya di KUA
Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?. 2) Bagaimana perspektif maqgasid
al-syari’ah terhadap penetapan wali nikah bagi anak yang lahir sebelum enam
bulan usia pernikahan orang tuanya di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten
Mojokerto?.

Penelitian  menggunakan model penelitian  kualitatif. ~ Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, interview (wawancara), dan
dokumentasi, sedangkan analisis data melalui pengumpulan data, pemeriksaan
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Dalam penelitian ini
keabsahan data ditentukan dengan menggunakan Kriteria kepastian atau dapat
dikonfirmasi berupa perpanjangan kehadiran dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Penetapan Wali Nikah Bagi Anak yang
Lahir Sebelum Enam Bulan Usia Pernikahan Orang Tuanya di KUA Kecamatan
Gondang Kabupaten Mojokerto yaitu pihak KUA menggunakan acuan akta
kelahiran calon pengantin untuk menetapkan wali nikah, karena akta merupakan
dokumen sah yang dikeluarkan oleh Negara. Pihak KUA menggunakan wali
nasab, karena dengan menentukan keabsahan anak ditentukan dengan cara melihat
kelahiran anak itu dalam pernikahan yang sah, seperti yang terdapat di dalam
KHI Pasal 99. 2) Penetapan wali nikah bagi anak yang lahir sebelum enam bulan
sesuai dengan magashid syariah Jasser Auda pada aspek Hifz al-‘Irdi (menjaga
dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia), Mazhab Hanafi
dalam penentuan wali nasab, dan KHI Pasal 99.
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This research is motivated by differences in marital guardianship for
illegitimate children born within a legal marriage. The Marriage Law and KHI
mention lineage guardians, but in Indonesia the authority of biological fathers as
lineage guardians is often debated using the opinions of classical jurisprudence
scholars.

The formulation in this research is 1) How is the marriage guardian
determined for children born before six months of their parents’ marriage age in
the KUA, Gondang District, Mojokerto Regency? 2) What is the magasid al-
syari’ah perspective on determining marriage guardians for children born before
six months of their parents’ marriage age in the KUA, Gondang District,
Mojokerto Regency?

The research uses a qualitative research model. Data collection
techniques use observation, interviews, and documentation, while data analysis
uses data collection, data examination, data presentation, and drawing
conclusions (verification). In this study, the validity of the data was determined
using certainty or confirmation criteria in the form of extended presence and
triangulation.

The results of the research show 1) Determining a marriage guardian for
children born before six months of their parents’ marriage age in the KUA,
Gondang District, Mojokerto Regency, namely that the KUA uses the birth
certificate of the bride and groom as a reference to determine the marriage
guardian, because the certificate is a legal document issued by the State. The
KUA uses a nasab guardian, because determining the legitimacy of a child is
determined by looking at the child’s birth in a valid marriage, as stated in KHI
Article 99. 2) Determination of marriage guardians for children born before six
months is in accordance with Jasser Auda's magashid sharia in the aspect of Hifz
al-'lIrdi (maintaining and protecting human dignity and human rights), the Hanafi
School in determining nasab guardians, and the compilation of Islamic law
Article 99.
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